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A. Latar Belakang Masalah

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pen@nganksi
sebagai ciri hukum. Adamson Hoebel yang dikutiprmtdih Hadikusuma
misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya higam penggunaan
paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskanansosial baru dianggap
menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggararmpdagingkaran diikuti
secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yanguadkan dengan
paksaan fisiK.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar segementaati
norma-norma yang berlakuSanksi mengandung inti berupa suatu ancaman
pidana étrafbedreiging dan mempunyai tugas agar norma yang sudah
ditetapkan itu supaya ditadtAdanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan
keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehinggelthara dari kerusakan
dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kelbodatmn kesesatan;
tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan tketa®leh karena itu,
sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yangnugéa yang disertai

maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangiryabkli. Selain itu

*Hilman HadikusumaPengantar Antropologi HukupBandung: PT Citra Aditya Bakti,
1992, him. 114.

’Kanter, E.Y. dan S.R. SianturiAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannyalakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 29.

*Bambang Poernomdsas-Asas Hukum PidanXogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
him. 36.



sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang laintadpk berbuat hal yang
samat

Dengan demikian maksud suatu peraturan disertdissadalah agar
peraturan itu memiliki daya efektifitas sehinggatadii semua orang.
Sebaliknya suatu peraturan tanpa sanksi maka pamattu tidak memiliki
daya paksa secara fisik.

Setiap umat Islam Indonesia yang mampu mempunyai rdacam
kewajiban dalam mengeluarkan sebagian dari hartekagyaitu kewajiban
membayar zakat dan kewajiban membayar pajak. Keamjmembayar zakat
ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnahyddang-Undang Nomor
38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat. Adapwajken membayar
pajak, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Noniahiin 1983 Tentang
Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan Undadgng Nomor 17
Tahun 2000 Inilah kali pertama dalam sejarah pemerintah memgeaitan
antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagaksaslaan kewajiban
beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada nggagh merupakan
kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis b&nggumpai
keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkiiat. Zakat adalah
salah satu di antara rukun Islam yang lima, setihggedudukannya dengan

salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tengdam Al-Qur'an perintah

“Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faiz&laidah Figh JinayahJakarta: Anggota IKAPI,
2004, him. 18.

®*Sa‘'ad Abdul WahidTafsir al-Hidayah (Ayat-Ayat Syari'a) Jilid |, Yogyakarta: PT
Utama Divisi Grafika, 2005, him. 70.



menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintahegakkan saldtseperti

ayat-ayat:
(47 1340 G & BSHRSH 1Ts S50 Ty

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rulaik beserta
orang-orang yang rukuk.(Q.S. al-Baqgarah: 43)

Dan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11:
é: ¢ s o 4 2. B P ° P _ o .
V) caggdly D3l (3385 15 B S 18T S5 [5aGT513 G o6
Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan mexkan zakat,
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seadgaif@.S. at-
Taubah: 18
Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggarkan
betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Quran memysbmpai 72 kali di
mana kata ita’'u al-zakah” bergandengan dengan katajdma al-shaih”,
seperti pada ayat 43 surah al-Bagarah, ayat 55 siislaidah, ayat 4 surah
al-Mu’minun dan lain sebagainya.
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang menggrtikmah dan

manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yangaan dengan orang

yang berzakatnjuzakKi, penerimanya nfustahig, harta yang dikeluarkan

®M. Yunan NasutionPegangan Hidupiilid 3, Solo: Ramadhani, tth, him. 161.

"Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Ala@ual-Qur-an dan Terjemahnya
Surabaya: Depag RI, 1978, him. 16.

®bid., him. 279.

°Ali Yafie, MenggagasFiqgih Sosial: Dari Soal LingkunganHidup, AsuransiHingga
Ukhuwah Bandung : Mizan , 1994, him.231



zakatnya, maupun bagi masyarakat keselurthableh sebab itu zakat

ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagairdaagaskan dalam hadis:

o

&bjg&&?—d)wd

0

&Mww\w&\ J\.{é w‘dﬁ)ﬁﬁdf

SECRVUNCERREERI R YL AV O 3lgs o e sy g
B (b oy BUa% p3es 240 35 clags 3l

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaatullbin Musa dari
Khandhalah bin Abi Syufyan dari lkrimah bin Kholhri ibnu
Umar r.a., katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Istandi bangun
di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhdairséllah, dan
mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Mekkga salat
(sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikadabdaji, dan
(5) Puasa bulan Ramadhan.” (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakaiarbggng tak
terpisahkan dengan Islam. Namun demikian agar zakatencapai efisiensi,
efektivitas, dan tepat sasaran maka perlu adanyddga yang khusus
menangani atau mengelola zakat, dan asas pelaks@eamgelolaan zakat
didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubdt6(® Berdasarkan ayat
tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolakat zaikanlah semata-
mata dilakukan secara individual, damuzakkidiserahkan langsung kepada
mustahik tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yangukhoenangani

zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yandputisgengaramil zakat.

Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sasiasli kepada

®Abdurrahman QadirZakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosiddkarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1998, him. 79.

Ymam Bukhori,Sahih al-BukhariJuz. 1, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/199Q M
him. 9.



masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, @mdisiribusikan secara
tepat dan benar.

Sementara itu, dalam Bab Il Pasal 5 Undang-Undaogd¥ 38
Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakatalmeamil zakat
bertujuan:

1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam mémmaakat sesuai
dengan tuntutan agama;

2). Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamadamdupaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadisial;so

3). Meningkatkan hasil guna dan daya guna z&kat.

Undang-undang Zakat yaitu Undang-undang Nomor 38uial999
Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut JUWksahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemarint&mesiden
Bacharuddin Jusuf Habibie.

Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa likemdobnesia
yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk urmtekbadat menurut
agamanya masing-masing serta kepercayaannya lingg@ dalam penunaian
zakat sebagai kewajiban atas umat Islam Indoneargy ynampu. Hasil
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang [@itdvesgi upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diatakan bahwa.

zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudiadilan sosial bagi

2Tim Redaksi Pustaka Yustisialndang-Undang Zakafyogyakarta:Pustaka Yustisia:
2009, him.8



seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyta yang kurang
mampu.

Dalam UUPZ ini, pasal 21 ayat (1), menyebutkan:

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannyak tidencatat dan
mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaleksdxl hibah, wasiat,
waris, dan kifarat sebagaimana dimaksud dalam Bad2asal 12, dan
Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan huokkorangan
selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebamyslaknya Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupidfi).

Sanksi juga diatur pula pada Pasal 21 @), yang menyebutkan:
Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lengmatjaakat yang
melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksuae dengan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 12 ayat (1) berbunyi:

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zalkatgah cara
menerima atau mengambil dari muzakki atas dasarbeetahuan
muzakki.'®

Apabila dilihat bunyi pasal di atas, maka yang radnpermasalah

yaitu apakah adanya sanksi bagi pengelola zakatabgrak positif dalam
mengembangkan ketertiban dan kepastian zakat. &mida keterangan
tersebut timbul masalah lainnya yaitu apakah kamseginya pemberian
sanksi bagi pengelola zakat karena kelalaiannyk tidencatat atau mencatat

dengan tidak benar dalam Undang-Undang No. 38 tal@®0 tentang

pengelolaan zakat.

Yibid, him. 14
Ybid
Bibid. him. 11



Dari sini terasa menarik dikaji, dengan harapanr dgagsi zakat
benar-benar efektif dalam rangka menegakkan syséaml Berdasarkan
keterangan tersebut mendorong penulis memilih teémadengan judul:
Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Amil Zatalam Pasal 21

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengethofakat

. Perumusan M asalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi peyxammasalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana sanksi hukum dalam Undang-undang No.aB8nt 1999
tentang pengelolaan zakat?
2. Apa konsekuensi sanksi bagmil zakat dalam Undang-undang No. 38

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

. Tujuan Pendlitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, anakripsi ini
memiliki tujuan utama yaitu:
1. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam Undang-undan@38\tahun 1999
tentang pengelolaan zakat
2. Untuk mengetahui konsekuensi sanksi bagiil zakat dalam Undang-

undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat



D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi tbemyak ditulis oleh
mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, nam@amefitian tentang
pengelola zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tal989, sepanjang
pengetahuan peneliti belum ditemukan. Sedangkang yada hanya
menyangkut temaMemperhitungkan Pembayaran Zakat dalam Besar
Kecilnya Pajak Penghasilan, makna fisabilillahuallaf antara lain:

Pertama,skripsi yang disusun oleh Tri Utami, NIM: 210221&ndan
judul: Memperhitungkan Pembayaran Zakat dalam Besar KgilRajak
Penghasilan (Analisis terhadap Pasal 9 Undang-Urgdailo. 17 Tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan (PPHpkripsi tersebut menjelaskan tentang:
Pandangan hukum Islam terhadap pengurangan pajaghaslan yang
dikurangkan dengan zakat adalah tidak bertentanigagan ketentuan al-
Qur'an dan hadis. Di samping itu justru dengan yaldpengurangan” akan
meringankan muzakki sebagai subjek pajak pengindsild sini tampaknya
pemerintah melihat pada kepentingan publik dan dani pula dapat
ditegaskan bahwa pasal tersebut tidak berlawanagademanfaat umum.
Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setujwébdpengurangan” tidak
membebani warga negara bahkan meringankan uman Igkng sudah
membayar zakat sekaligus yang kebetulan sebagié wajak dalam pajak
penghasilan.

Kedua,skripsi yang disusun oleh Machmud Sa’roni, NIM: @291

dengan judul:Redefinisi Terhadap Fisabililah Sebagai Mustahigkat



Relevansinya Dengan Masa SekaraBgripsi tersebut menjelaskan tentang:
sabilillah adalah segala jalan yang mengarah pada pende#iatakepada
Allah yaitu termasuk amal kebajikan, dan segalalakehaikan termasuk
sabilillah. Kata sabilillah bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan
berarti segala jalan kebaikan. Itulah sebabnyahblbtdeh saja zakat diberikan
untuk mengkafani jenazah, mendirikan benteng, memakan masjid dan
lain-lainnya. Ungkapan lairsabilillah adalah segala jalan untuk menolong
agama Allah, termasuk di dalamnya sarana-sarank uménegakkan agama
Allah. Sabilillah adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya
menuju tegaknya agama dan negara, seperti untukngamkeamanan
perjalanan haji, untuk penyediaan air dan makarem lthl-hal lain yang
menjadikan terjaminnya kesehatan-kesehatan janmajah

Ketiga skripsi yang disusun oleh Moh. Ali Makruf, NIM1927042
dengan judulStudi Analisis ljtihad Umar Ibn Al-Khattab Tentahgrangan
Memberi Zakat Kepada Muallaf dan Aktualisasinya Khita Semarang
Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaagigigbusian zakat di kota
Semarang ternyata hanya tiga mustahiq yang dajosit@s utama yaitu: fakir,
miskin, dan amil. Padahal perlu adanya kepekaan atail zakat untuk
meninjau kembali situasi dan kondisi umat Islankaia Semarangviuallaf
adalah salah satu golongan yang perlu dibina kdbearaya, selain itu
perlunya pemikiran baru tentang penggunaan zakaigseé modal usaha yang
produktif, sehingga fungsi zakat dapat optimal waitmengentaskan

kemiskinan.
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Keempat skripsi yang disusun oleh Jihadul Muluk, NI102223
dengan judubtudi Analisis Terhadap Sanksi Bagi Pengelola Zdeéam UU
RI NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakaa@FeKritis Pasal 21 UU
NO. 38/1999)Undang-undang Zakat yaitu Undang-Undang NomofF&&un
1999 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disgbiirZ). Dalam UUPZ
ini, sanksi terdapat pada pasal 21, yang menyebuithwa setiap pengelola
zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dencatat dengan tidak
benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiayisw dan kifarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12,adah B8 dalam undang-
undang, diancam dengan hukuman kurungan selamanantega bulan dan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000¢20p(iuh juta rupiah).

Dari keempat skripsi di atas ada perbedaan yanglasan dengan
penelitian yang sedang penulis lakukan. Skripsiapea memfokuskan pada
Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentarak Panghasilan (PPH).
Skripsi kedua memfokuskan masaldisabililah secara umum tanpa
menganalisis pendapat tokoh tertentu. Skripsi yatajiga berusaha
menjelaskan kedudukamuallaf di kota Semarang (tinjauan lapangan), dan
skripsi yang keempat hanya menelaah tentang sdwakgi pengelola zakat,
namun kurang mendalam. Sedangkan skripsi yang isesusun, di samping
membahas sanksi bagi pengelolan zakat juga memidanagsak dari adanya
sanksi secara mendetail. Dengan demikian penel#y keempat kurang

lengkap (komprehensif).
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E. Metode Pendlitian
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi rakampsuatu
unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian gEmgembangan ilmu
pengetahual® Bahkan ada yang mengidentikkan keseluruhan pismelit
adalah aplikasi dari metode-metode yang telah tikem.
1. JenisPenditian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakf ibrary
Research),yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadamber-
sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kizdif. 1" Sedangkafibrary
research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepuatakatau
penelitan murnt® Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji
dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/bukyalala, dan lain-lain.
2. Sumber Data
Sumber data merupakan subyek dari mana data dpeadleéh *°
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberbsrndata sebagai

berikut;

®S0ejono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Ul Press, 1986, him. 7.

YIbid., him. 21 - 22.

¥Sutrisno HadiMetodologi Researchlilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi, UGM, 1981, him. 9.

Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (ERisvisi V1)
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, him. 129
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a. Data Primer
Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkaghgbeneliti dari
sumber pertamanyd.Data primer yang penulis gunakan yaitu Undang-
Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang PengelolaantZaka

b. Data Sekunder
yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pemntly data pokok,
atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yaagpao atau dapat
memberikan informasi atau data tambahan yang aapatperkuat data
pokok.?* Adapun data sekunder yang digunakan yaitu kitgit filan
buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah geareli

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan studi
dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepastalkdan kepustakaan
yang dimaksud antara lain: kitab, buku-buku, hasiielitian, internet dan
lain-lain. Menurut Cik Hasan Bisri, pengumpulariaddilakukan melalui
beberapa tahap sebagai berikut:

a. Mengumpulkan kitab-kitab figih;

b. memilih kitab-kitab figih tertentu;

c. membaca kitab figih yang telah dipilih;
d. mencatat isi kitab;

e. menterjemahkan isi catatan;

Sumardi Suryabratdfetodologi PenelitianJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997,
him. 84

ibid., him. 85

2Cik Hasan BisriModel Penelitian FigihJakarta: Prenada Media, 2003, him. 89
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f. menyarikan isi catatan;

g. mengklasifikasikan sari tulisan;

h. klasifikasi yang lebih spesiffk.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakanikettokumentasi
yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengnenghimpun data
dari literatur, dan literatur yang digunakan tidaekbatas hanya pada buku-
buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapanhulizn berbagai teori
hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masakhfama masalah

yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara deskriptifnmatif. Penelitian
hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti balpaistaka yang
merupakan data sekunder dan disebut juga penelitkum
kepustakaaf® Penelitian hukum normatif mencakup (penelitiamaeiap
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematikainmu penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian agjs@wtukum dan penelitian

perbandingan hukunsy.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum menuju ke pembahasan lebih lanjut dari kealbab ada

baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat aistematika yang

“Ronny Hanitijo SoemitroMetodologi Penelitian Hukum dan Jurimetiakarta: Ghalia
Indonesia, 1988, him. 9
4 Sperjono Soekantop.cit.,him. 56.
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akan disajikan. Dengan demikian diharapkan dapatlmaetu pembaca dalam
memahami materi yang ada didalamnya secara menelur

Penyajian secara menyeluruh dalam skripsi inbatgr menjadi lima
sub bab dan masing-masing bab memiliki hubungamatemainnya. Dalam
upaya memaparkan skripsi ini, maka penulis akanyajian sistematika
penulisan sebagai berikut

Bab | : Berisi pendahuluan yang merupakan garisarbesari
keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam édantyang jelas serta
padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawaliginlatar belakang masalah
yang terangkum di dalamnya tentang apa yang meajasan memilih judul,
dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan pehggamnsecara sekilas
sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selaguinyuk lebih memperjelas
maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik datingecara teoritis maupun
praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapasjgnifikansi tulisan ini.
Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan peakgrt maka dibentangkan
pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang digkan dalam tinjauan
pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap aganya dengan
harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis linane pendekatan,
sumber data, teknik pengumpulan data dan analaés. #engembangannya
kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dedgamkian, dalam bab
pertama ini tampak penggambaran isi skripsi sdasaluruhan namun dalam
satu kesatuan yang ringkas dan padat guna mengbngan untuk bab

kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.
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Bab Il : Berisi tinjauan umum tentang zakat yandipué pengertian
zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat dan amétzak

Bab Il : Berisi keberadaan Undang-Undang No. 3Buta 1999
tentang pengelolaan zakat yang meliputi sejarabkainlahirnya Undang-
Undang No. 38 tahun 1999, pokok-pokok isi Undangidhg No. 38 tahun
1999, sanksi dalam undang-undang Nomor 38 tahu@ tE98ang pengelolaan
zakat.

Bab IV : Berisi analisis sanksi dalam undang-undaogior 38 tahun
1999 tentang pengelolaan zakat, analisis konseksang&si bagiamil zakat
dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentanggp@aan zakat.

Bab V : Merupakan penutup meliputi kesimpulan, sa&aran, dan

penutup.



